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Operasional Prosedur
Penyusunan Dokumen Kelengkapan SPP UP, GU, TU dan LS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir Nomor 21 Tahun 2011.2. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.3. Keputusan Bupati Nomor 701 Tahun 2018 tentang Penunjukkan PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta BendaharaPengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan KeuanganDaerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Tahun Anggaran 2019.

Minimal berpendidikan D-III

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Prosedur pengajuan SPP-UP2. Prosedur pengajuan SPP-GU3. Prosedur pengajuan SPP-TU4. Prosedur pengajuan SPP-LS
1. Komputer  dan kelengkapannya2. ATK3. KalkulatorPeringatan Pencatatan dan PendataanJika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembiayaan pelaksanaan kegiatan akanmengalami keterlambatan Surat dokumen kelengkapan pengajuan SPP, UP, GU, TU dan LS



No. Uraian Prosedur Pelaksanaan Mutu BakuKepalaSKPD Sekretaris Kasubbag PPK PPTK Bendahara Persyr/Klkpn Waktu output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Sekretaris menerima arahan dari Kadis untukmenyusun poin-poin kelengkapan dalampengajuan SPP, UP, GU, TU dan LS 30menit
2. Sekretaris dinas mempelajari peraturantentang pengelolaan keuangan mengenai SPP,UP, GU, TU dan LS  Permendagri nomor13 Tahun 2006

 Permendagri nomor59 Tahun 2007
 Permendagri nomor21 Tahun 2011
 Permendagri nomor55 Tahun 2008
 Peraturan mengenaipengajuan SPP

3 hari

3. Sekretaris menugaskan Kasubbag Keuanganmempelajari kembali peraturan tentangpengelolaan keuangan dan menyusun konsepbahan masukan pengajuan SPP, UP, GU, TUdan LS
 Permendagri nomor13 Tahun 2006
 Permendagri nomor59 Tahun 2007
 Permendagri nomor21 Tahun 2011
 Permendagri nomor55 Tahun 2008
 Peraturan mengenaipengajuan SPP
 Draf konsep dariKabid

5 hari

4. Konsep diajukan kepada Sekretaris.Kemudian Sekretaris dan Kasubbag Keuanganmembahas penyusunan konsep bahanmasukan dokumen kelengkapan pengajuanSPP, UP, GU, TU dan LS
 Permendagri nomor13 Tahun 2006
 Permendagri nomor59 Tahun 2007
 Permendagri nomor21 Tahun 2011

1 hari



 Permendagri nomor55 Tahun 2008
 Peraturan mengenaipengajuan SPP
 Draf konsep dariKabid dan Kasubbag5. Setelah pembahasan, Sekretaris mengarahkanKasubbag Keuangan untuk menyusun poin-poin kelengkapan pengajuan SPP, UP, GU, TU,dan LS sesuai hasil pembahasan
Catatan hasilpembahasan 2 jam

6. Kasubbag Keuangan menyerahkan hasilpenyusunan poin-poin kelengakapanpengajuan SPP, UP, GU, TU, dan LS kepadaSekretaris disertai nota dinas persetujuandari Kadis
Data dokumenkelengkapanpengajuan SPP, UP,GU, TU dan LS

2 hari
7. Sekretaris meneliti dan mengoreksi hasilkerja dan menyampaikan poin-poinkelengkapan pengajuan SPP, UP, GU, TU danLS kepada Kadis untuk ditandatangani

Nota dinas,kelengkapanpengajuan SPP, UP,GU, TU, dan LS yangtelah ditandatangani
1 jam

8. Kadis meneliti dan mengoreksi hasil kerja danmenandatanganinya kemudianmengembalikan kepada Sekretaris dandisampaikan kepada PPK, PPTK, danBendahara Pengeluaran.
 Nota dinas
 Dokumenkelengakapan SPP,UP, GU, TU, dan LSuntukditandatanganiKadis yang sudahdiselesaikanSekretaris

1 hari


